
KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 094 I lac IZOZ+

TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PE.IABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN

PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH UTARA

Menimbang: a

Mengingat : 1

b

BUPATI ACEH UTARA,

bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O tentang
Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Bupati
Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2O2l tentang
Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian l(erja Dan Pegawai Tidak tetap
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang
mengatur pertanggungiawaban perjalanan dinas bagi pimpinan
dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan
secara lumpsum dan perubahan besaran standar biaya dengan
memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan,
kewajaran dan akuntabel, maka perlu menetapkan standar
biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, pegawai Negeri,
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian l(erja Dan pegawai
Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Aceh Utara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan
Negara;
Undang-Undang Nomor 1 I Tahun 2006 tentang pemerintahaa
Aceh;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang_Undan[
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi-Undangl
Undang;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintahan Daerih;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2}lg tentang
PengelolaanKeuanganDaerah; 
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Menetapkan

KtrSATU

KEDUA

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O tentang Standar
Harga Santuan Regional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang
Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil
Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

12. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dan Pegawai Tidak Tetap
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh
Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas peraturan
Bupati Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2O2l tentang perjalanan
dinas bagi pejabat negara, pegawai negeri, pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja dan pegawai tidak tetap di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

Menetapkan Standar Biaya Perjalanan Dinas bagi pejabat
Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Pemerintah dengan perjanjian
Kerja dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan pemerintah
Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran
I sampai dengan Lampiran VII Keputusan ini;
Standar Biaya Perjalanan Dinas bagi pejabat Negara, pegawai
Negeri, Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja dan
Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada diktum
kesatu terdiri dari:

a. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
b. Satuan Biaya Penginapan perjalanan Dinas Dalam Negeri.
c. Satuan Biaya Uang Representatif perjalanan Dalam

Negeri.
d. Satuan Biaya Tiket pesawat perjalanan Dinas Dalam

Negeri Pergi Pulang (pp).
e. Satuan Biaya Taksi perjalanan Dinas Dalam Negeri.
f. Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau pertemuan Di Luar

Kantor Setingkat Eselon II.
g. Uang Harian Kegiatan Rapat Atau pertemuan Di Luar

Kantor.

MEMUTUSKAN:
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja dan Pegawai Tidak Tetap yang ditugaskan
melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas wajib
mengembalikan dan/atau menyerahkan SPl, SPD dan bukti-
bukti lain yang berkaitan dengan perjalanan dinas kepada
Bendahara Pengeiuaran melalui Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PP|K);

Pegawai Negeri yang melaksanakan perjalanan dinas
berkedudukan dalam jabatan eselonering, standar
biaya perjalanan dinas dibayar berdasarkan tingkatan
eselonering yang didudukinya, Pegawai Negeri yang tidak
menduduki jabatan eselonering dibayar berdasarkan tingkat
golongan kepangkatan, sedangkan Pegawai Tidak Tetap
dibayarkan berdasarkan perjalanan dinas tingkat C;

Standar Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan
Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mulai
berlaku sejak tanggal 2 Janwari 2024;

Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan Bupati
Aceh Utara Nomor 9OOl823l2O21 tentang Perubahan Atas
Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 094/829 12020 tentang
Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku;

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Utara;

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal A Februari 2024 M

Al Rajab 1445 H

BUPATI ACEH UTARA, K
Paraf Koordinasi

Plt. Kepala BPKD a
Kabid. Anggaran BPKD 0
Kabag. Hukum Setdakab N
Kabag. Umum dan
Perlengkapan Setdakab

lr MAHY ZAR



LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 094/ b9 /ZOZc
TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
BAGI PE.'ABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, PECAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PEGAWAI TIDAK
TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH UTARA

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No Provinsi Satuan Luar Kota Dalam
Kabupaten Diklat

1 Aceh OH 360.000 140.000 110.000
2 Sumatera Utara OH 370.000 110.000
3 Riau OH 110.000
4 Kgpulauan Riau OH 370.000 110.000
5 Jambi OH 370.000 110.000
6 Sumatera Ba.rat OH 380.000 110.000
7 Sumatera Selatan OH 380.000 110.000
8 Lampung OH 380.000 110.000
9 Bengkulu OH 380.000 110.000

Bangka Belitung OH 410.000 120.000
11 Banten OH 370.000
t2 Jawa Barat 430.000 130.000
13 D.K.I Jakarta OH 530.000 160.000
74 Jawa Tengah OH 370.O00 110.000
15 D.l Yogyakarta OH 420.000 130.000
t6 Jawa Timur OH 410.000 120.000
t7 Bali OH 480.000 140.000
18 Nusa Tenggara Barat OH 440.000 130.000
19 Nusa Tenggara Timur OH 430.000 130.000
20 Kalimantan Barat OH 380.000 110.000
27 Kalimantan Tengah OH 360.000 110.000
22 Kalimantan Selatan OH 380.000 110.000
23 Kalimantan Timur OH 430.000 130.000
24 Kalimantan Utara OH 430.000 130.000
o( OH 370.000 110.000
zo Gorontalo OH 370.000 110.000
a'7 Sulawesi Barat OH 120.000
28 Sulawesi Selatan OH 130.000

Sulawesi Tengah OH 370.000
30 Sulawesi Tenggara OH 380.000 110.000
J.l. Maluku OH 380.000 110.000
.)z Maluku Utara 430.000 130.000
33 580.000 170.000
J.t a Barat OH 480.O00 140.000
35 a Barat Daya OH 480.000 140.000
36 P a Tengah OH 580.000 170.OO0
JI Papua Selatan OH 580.000 170.OOO
3B Papua Pegunungan OH 580.000 170.000

370.000

10

110.000
OH

Sulawesi Utara

410.000
430.000

29 110.000

OH
Papua OH



No Provinsi/ Kabupaten Satuan Uang Saku
Transpor

Lokal
Uang Makan

Dalam Kabupaten OH 50.o00 s0.000 40.000
2 Aceh OH 140.000 100.000 120.000
3 Sumatera Utara OH 1s0.000 100.000 120.000

Riau OH 1s0.000 1Q0.000 120.000
Kepulauan Riau OH 150.000 100.000 120.000

6 Jambi OH 150.000 100.000 120.000
7 Sumatera Barat OH i60.000 100.000 120.000
8 Sumatera Selatan OH 160.000 100.000 120.000

Lampung OH 160.000 100.000 120.000
10 Bengkulu OH 160.000 i00.000 120.000
11 Bangka Belitung OH 190.000 100.000 120.000
t2 Banten OH i00.000 120.000
13 Jawa Barat OH 210.000 100.000 120.000
74 D.K.I Jakarta OH 3 i 0.000 100.000 120.O00

Jawa Tengah OH 150.000 100.000 120.000
16 D.l Yogyakarta OH 200.000 100.000 120.000
77 Jawa Timur 190.000 100.000 120.000
18 Bali OH 260.000 100.000 120.000
19 Nusa Tenggara Barat OH 22Q.QOO 100.000 120.000
20 Nusa Tenggara Timur 210.000 100.000 120.000
27 Kalimantal Barat OH 160.000 100.000 120.000
22 Kalimantan Tengah OH 140.000 100.000 120.000
aa Kalimantan Selatan OH r60.000 100.000 120.000
24 Kalimantan Timur OH 210.000 100.000 120.000
25 Kalimantan Utara OH 210.000 100.000 120.000
26 Sulawesi Utara OH 150.000 100.000
27 Gorontalo OH 150.000 100.000 120.000
28 Sulawesi Barat OH 190.000 100.000
29 Sulawesi Selatan OH 210.000 100.000 120.000
30 Sulawesi Tengah 150.000 100.000 120.000
31 Sulawesi Tenggara OH 160.000 100.000 120.000

Maluku OH 160.000 100.000 120.000
33 Maluku Utara OH 210.000 100.000 120.000
34 Papua OH 360.000 100.000 120.000
35 Papua Barat OH 260.000 100.000 120.000
36 ua Barat Daya OH 260.000 120.000

Papua Tengah OH 360.000 100.000 120.000
38 Papua Selatan OH 360.000 100.000 120.000
39 Papua Pggnnungan OH 360.000 i00.000 120.000

RINCIAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Keterangan :

1. Uang harian diberikan secara lumpsum dan diperhitungkan per hari.
2. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas da-lam negeri merupakan

penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah,
aparatur sipil negara dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan
dinas di dalam negeri. penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi
keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.

Plt. Kepa.la BPKD V
Kabid. Anggaran BPKD 11 I
Kabag. Hukurrr SetdakaU
Kabag. Umum dan
Perlengkapan Setdakab r

BUPATI ACEH UTARA, K

MAHYUZAR

<.

Paraf Koordinasi-
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LAMPIRAN II I

XEPUTUSAN BUPAI'I ACEH UTARA
NOMOR Os4 t (r€ I 2024
TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PER.IAI.ANAN DINAS
BACI PEJABAT NEGARA, PECAWAI NEGERI, PEGAWAI
PEMERINTAH DENOAN PDRJANJIAN KERJA DAN PECAWAI TIDAK
TETAP DI LINGXUNGAN PEMERINTAI{
KABUPATEN ACEH UTARA

PARAF KOORDINASI

Ptt. Kepala BPKD
V,

Kabid Anggaran BPKD IT
Kabag Hukum Setdakab r- A
Kabag Umum Setdakab r-,

SATUAN BIAYA PENCINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2

3

Keterangan :

l. Biaya Penginapan bedasarkan pada satuan biaya penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan peliaksana
perjatanan dinas dan dibayarkan s€suai biaya riil alengan menunjuklan bill atau kq,itansi yanS ot a..i tot.t .t.u to-p"t
I,en8inapan.
Dalam hal pelaksana p€dalanan dinas tidak menggunakan fasiliras hotel atau tcmpat p€nainapan tainnya, kepada yant
b€rsangkutan diberikan biaya pengiDapan sebesar 3ool. (tiga puluh persen) dari satuan biaya penginapan di kota t.-!.t tuiu"n
sesuai denqan tinEkatan pelaksana Derialanan dinas dan dibayarkan secara lun sum.
Untuk peialanan dinas ASN petaksane (sta4 yang ditugaskan 2 {dua) orang atau lebih denSan tujuan yang sama, apabila
m€ngurukan fasilitas hotel atau tempat penahapan, agar m€nggunakan fasilitas I {satu) kamar untuk 2 idu;l orang s.sarna
pria atau s€sama wanita dan kepada yang b€rsangkutan lidak dib€rikan IaSi biaya p€ngnapan s€bcsar 30% (tiga putui pcrscnl
dari satuan biaya penginapdn di kota tcmpat tujuan.
Dalam hal perjalanan dinas pelaksana yanS bertu8as mcndampinSi (ajudan dan pamtupl pejabat daerah (KDH/WKDH dan
Ketua DPRK), hotcl/penginapan untuk seluruh peraksaIla p€dalaran dinas menggunakan horel/penainapan yang sama
bcrdasarkan pada satuan biaya hotel/p.nSinapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pclaksana fErjalanan dinas.
Dalam hal biaya penginapan pada hotet/penginapan yang sama lebih tinggi dari satuan biaya hor.t/p€nginapan s€bagaimana
diatur dalam keputusan ini. maka pelaksana p€dalatan dinas m€nggunakan fasilitas kamar dengan bi,aya terendah pada
hotel/penginapan dimaksud yang dibuktikan dengan melampirkan brosur/ list harga hotel.
Biaya Penginapan dalam n€geri bagi pimpinan/angSota DPRD dip€rtanggungiawabkan secara Lunpsurn.
Pembayaran biaya penginapan dikurangi I (satu) hari dari jumtah hari pcoatanan dinas yang dipcrintahtan, kecuali dalam hal
keadaan tenentu karena kelanAkaan transportasi.
Dalam hal keters€diaan hotel/Penginapan terbatas, maka dapat memilih hotel/tempat p€nginapan r€rdekat dengan tempat

BUPATI ACEH UTARA

5
6

7

No Provinsi Satuan Kepala Daerah /
Pimpinar DPRK

Pejabat Eselon
III/Col. IV

Peiabat Eselon
IV/Gol. UI, II dan I

1 Aceh OH 3.536.000 2.820.800 1.533.000 770.OOO
2 Sumatera Utara OH 3.968.000 2.100.000 l. 100.000 699.000
3 Riau OH 3.056.000 2.495.200 L650.000 ritsz.ooo
I Kepulauan Riau OH 4.27 5.201 ) 1.854.400 1.297 .OOO 792.OOO

Jambi OH 4.0 3.281.600 1.225.00( 580.ooo-
6 Sumatera Balat OH 4.188.800 2.665.600 1.353.000 701.000
7 Sumatera Selatan OH 4.680.000 2.466.400 1.9s5.000 861.000
8 Lampuna OH 3.s92.800 1.990.400 1.42 Sbo.ooO
9 Bengkulu OH 1.712.O00 1.302.400 l.546.000 692.boio 

-

10 Bangka Belitung OH 3.061.600 2.270.400 l.957.000 64e. ooo
t1 Banten OH 4.580.000 r.898.400 1.204.000 724-.ooo
t2 Jawa Barat OH 4.304.800 2.204.OOO | .201 686.000
13 D.K.l Jalarta OH 6.976.000 2.000.000 992.000 730.000
14 Jawa Tengah OH 4.242.400 r.480.000 1.201.000 750.000
15 D.l Yo$rakarta OH 4.013.600 2. r56.000 1.384.000 845.000
16 Jawa Timu, OH 3.599.200 1.605.600 r . r 53.000 814.000
t7 Bali OH 5.47a.400 1.946.400 l.685.000 1.138.000
18 Nusa TenglEara Barat OH 3.500.000 2.1 r 8.400 1.418.000 907.000
l9 Nusa Tenggara Timur OH 3.000.000 1.706.400 r.355.000 688.000
20 Kalimantan BarAt OH t> 1a 1.538.400 1. r25.000 538-obb
2r Kalimantan Tengah OH 3.920.800 2.7 t2.AOO t. 160.000 65e.doo'
22 Kalimantan Selatan OH 3.837.600 2.652.800 r.500.000 697.000
23 Kalimantan Timur OH 3.200.000 1.750.400 1.507.000 804.000
24 Kalimantan Utara OH 3.200.000 2.188.000 r.507.000 904.000
25 Sulawesi Utara OH 5.200 1.832.000 1.207.000 978.000
26 Gorontalo OH 3.334.400 2.485.600 l.606.000 95s.000
27 Sulawesi Barat OH 3.260.800 2.47 8.400 1.344.000 704.000
2a Sulawesi Selatan OH 3.856.000 r.550.400 4 745.000
29 Sulawesi Tenga}l OH 1.847.200 1.621.600 1.679.000 es 1.b00
30 Sulawesi Tenggal:a OH 2.471.040 2.059.200 1.297.000 786.000
3l Maluku OH 2.77 3.601 2.592.000 1.059.000 667.000
32 Maluku Utara OH 3.689.280 3.074.400 I.160.000 0os.ooo

Papua OH 3.087.200 2.654.400 2.521.000 l.036.obo
34 Papua Barat OH 3.097.600 2.672.al} 2.056.000 967.000
35 !4pua BaJat Daya OH 3.097.600 2.672.aO1 2.056.000 967.000
36 lapua Tengah OH 3.087.200 2.654.400 2.52 | .OOO r.038.000
37 lapua Selatan OH 4.538.400 3.901.600 3.706.000 1.526.000
38 Papua Pegunungan OH 4.568.800 3.928.800 3.73 1.000 1.536.000

k

Anggota DPRK
/ Pejabat
Eselon lI



LAMPIRAN III :

KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NoMoR oe4l b€ 12024
TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
BAGI PUIABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, PEGAWAI
PEMERINTAH DENOAN PER.JANJIAN KERJA DAN PEOAWAI TIDAK
TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH UTARA

SATUAN BIAYA UANG REPRESENTATIF PERJALANAN DALAM NEGERI

Keterangan :

1. Uang representatif diberikan secara lumpsum dan diperhitungkan per hari.
2. uang representatif diberikan untuk perjalanan dinas liasa, paket meeting luar kota.

BUPATI ACEH UTARA, kPARAF KOORDINASI n
Plt. Kepala BPKD lt h
Kabid Anggaran BPKD L
Kabag Hukum Setdakab A
Kabag Umum Setdakab

(-

No. Uraian Satuan Luar Kabupaten

1 Bupati dan Wakil Bupati OH 250.000
2 Pimpinan dan Anggota DPRK Serta Sekda OH 200.000
3 Pejabat Eselon II dan Pejabat Lainnya yang Setara OH 150.000

r



LAMPIRAN IV :

KEPUTUSAN BU PATI ACEH UTARA
NOMoR 0e4l b' lzoz+
TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PEGAWAI TIDAK
TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH UTARA

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

No Kota Satuan Bia a Tiket
Asal Tujuan Bisnis Ekonomi

Lhokseumawe Jakarta 4.000.000
Lhokseumawe Medan 1.800.000

3 Jakarta 10.628.000
4 Jakarta Balikpapan 5.929 .600 3.037.600
5 Banda Aceh 6.015.200 3.593.600
6 Jakarta Bandar Lampung 1.925.600 1.266.400
7 Jakarta Banjarmasin 4.201.600 2.396.000
8 Jakarta Batam 3.893.600 2.310.400
9 Jakarta Bengkulu 3.491.200
10 Jakarta Biak 1 1.2s2.000 6.015.200
11 J akarta Denpasar 4.244.OOO 2.609.600
12 Jakarta Gorontalo 5.784.800 3 .859.200
l3 Jakarta Jambi 1.968.000
l4 Jakarta Jayapura
l5 Jakarta Igg/akarta 3.285.600 1.814.400
16 Jakarta Kendari 6.t26.400 3.345.600
t7 Jakarta Kupang 7.530.400 4.064.800
18 Jakarta Makassar 5.955.200 3.063.200

Jakarta Malang 3.679.200 2.156.000
20 Jakarta lvtamuju s.836.000 2.156.000
21 Jakarta Manado 8.659.200 4.08 1.600
22 Jakarta Manokwari 4.08 1.600

Jakarta Mataram
24 Jakarta Medan 5.801.600 3.046.400
25 Jakarta Padang 2.361.600
26 Jakarta Palangkaraya 3.9A7 .200
27 Jakarta Palembang 3.088.800 1.814.400

Jakarta Palu 4.090.400
29 Jakarta Pangka.l Pinang 2.729.600
30 Jakarta Pekarlbaru 4.466.400
31 Jakarta Pontianak 3.482.400 2.224.800
32 Jakarta Semarang 3.088.800 1.745.600

Jakarta Solo 3.088.800 1.873.600
34 Jakarta Surabaya 2.139.200

Jakarta Ternate
36 Jakarta Timika 5.989.600
J/ Jakarta Tanjung Selor
38 Ambon Denpasar 6.443.200
39 Ambon Jayapura 5.947 .200 3.328.800
40 Ambon Kendari 3.859.200 2.2a4.800
4l Ambon Makassar 4.817.600 2.764.000

Ambon Manokwari 4.t4t.600 2.42r.600
43 Ambon Palu 4.9t2.OOO 2.806.400
44 Ambon Sorong 2.909.600 1.805.600
45 Ambon Surabaya 7.O42.400 3.876.000
46 Ambon Ternate 3.217 .600
47 Balikpapan Banda Aceh 10.191.200 5.399.200
48 Balikpapan Batam 8.283.200 4.244.OOO
49 Balikpapan Denpasar 8.591.200 4.518.400
50 Balikpapan Jayapura 8.068.800
51 Balikpapan Yograkarta 7 .7 35.200 3.799.200
52 Balikpapan Makassar 10. 131.200 4.920.000
53 Balikpapan Manado 12.561.600 5.836.000

I
2

Ambon 5.664.800

Jakarta

2.096.800

3.252.000
11.654.400 6.554.400

19

12.980.800
4.252.800 2.584.000

4.424.O0O
2.387 .200

2a 7.478.400
1.71 1.200
2.412.800

4.372.800
8,000.800 5.331.200

1 1.064.000
5.939.200 3.24s.600

3.576.800

1.959.200

i5.256.800



No
Kota Satuan Bia a Tiket

Asal Tujuan Bisnis Ekonomi
54 Balikpapan Medan 9.994.400 4 .912.00Q
55 Balikpapan Padang 8.753.600

Balikpapan Palembang 7.5s6.000 3.799.200
57 Balikpapan Pekanbaru 8.796.800 4.338.400
58 Balikpapan Semarang 7.556.000 3.739.200
59 Balikpapan Solo 7.556.000 3.850.400
60 Balikpapan Surabaya 8.71 1.200 4.090.400
61 Balikpapan Timika t4.726.400
62 Banda Aceh Denpasar 8.668.000 5.023.200
63 Banda Aceh Jayapura 15.333.600 8.573.600
64 Banda Aceh Yograkarta 7.472.000 4.304.000
65 Banda Aceh Makassar 10.208.000 5.424.800
66 Banda Aceh Manado 12.638.400 6 .340.800
67 Banda Aceh Pontianak 7 .992.OOO 4.672.000
68 Banda Aceh Semarang 7 .624.000 4.244.OOO
69 Banda Aceh Solo 7 .624.0O0 4.355.200
70 Banda Aceh Surabava 8.78d.000 4.595.200
7l Banda Aceh Timika 14.803.200 8.060.800
72 Bandar Lampung Balikpapan 6.503.200 3.303.200
73 Bandar lampung Banda Aceh 6.580.000 3.808.000
74 Bandar Lampung Banjarmasin 4.954.400
75 Bandar Lampung Batam 4 .67 2.OOO 2.652.800
76 Bandar Lampung Biak 11.295.200 5.989.600
77 Bandar Lampung Denpasar 4.988.800 2.9t7.600
7a Bandar Lampung Jayapura 11.654.400 6.477.600

Bandar Lampung Yosrakarta 2.208.000
80 Bandar Lampung Kendad 6.683.200 3.585.600
81 Bandar Lampung Makassar 6.528.800 3.328.800
a2 Bandar Lampung Malang 4.47 5.200 2.507 .200
83 Bandar Lampung Martado 8.959.200
84 Bandar Lampung Mataram 4.996.800 2.900.800
85 Bandar Lampung Medan 6.383.200 3.320.000
86 Bandar Lampung Padang 5.151.200 2.7 04 .OOO

Bandar Lampung Palangkaraya 4.7 57 .600 2.720.800
88 Bandar Lampung Palembang 3.944.800 2.208.OOO
89 Bandar Lampung Pekanbaru 5.185.600 2.746.400
90 Bandar Lampung Pontianak 4.304.000 2.576.O00
91 Bandar Lampung Semarang 3.944.800 2.148.000
92 Bandar Lampung Solo 3.944.800 2.259.200

Bandar Lampung Surabaya 5.108.800 2.498.400
Bandar Lampung Timika 11.124.000 5.964.000

95 Bandung Batam 5.031.200 2.A66.400
96 Bandung Denpasar 4.500.800 2.601.600
97 Bandung Jambi 4.004.800 2.352.800
98 Bandung Yoryakarta 2.695.200 1.703.200

Bandung Padang 4.903.200 2.806.400
100 Bandung Palembang 3.508.000 2. 104.800
101 Bandung Pangkal Pinang 3.679.200 2.190.400
102 Bandung Pekanbaru 5.220.000 2.960.800
103 Bandung Semarang 2.42t.600 1.565.600
104 Bandung 2.917.600 1.814.400
105 Bandung Surabava 3.859.200 2.284.800
106 Bandung Tanjung Pandan 3.551.200 2.130.400

Banjarmasin Banda Aceh 8.633.600 4.817.600
108 Banjarmasin Batam 6.725.600 3.662.400
109 Banjarmasin Biak 13.348.800 6.999.200
110 Banjarmasin Denpasar 7.033.600 3.936.000
111 Banjarmasin Jayapura 13.708.000 7 .487 .200
112 Banjarmasin Yoryakarta 6.178.400 3.217 .600
113 Banjarmasin Medan 4.329.600
114 Banjarmasin Padang 7 .204.800 3.713.600
115 Banjarmasin Palembang 5.998.400 3.217.600
116 Banjarmasin 7 .239.200 3.756.800
tt7 Banjarmasin Semarang 5.998.400 3.166.400

4.295.200
56

7.5s6.000

2.729.600

79 4.t24.000

4.244.OOO

87

93
94

99

Solo

t07

8.436.800

Pekanbaru


